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ABSTRAK 
 
Pemberian sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah 
dan masyarakat melalui desentralisasi pendidikan merupakan upaya pemerintah (pusat) untuk 
memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat 
diharapkan dapat memajukan pendidikan. Pemerintah memberi ruang partisipasi kepada 
masyarakat di sekolah dalam sebuah wadah/saluran yang disebut komite sekolah.  
 
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis deskriptif, dan subjek 
penelitian merepresentasikan pemerintah, sekolah, dan masyarakat dengan kategorisasi 
sekolah yaitu sekolah favorit-yang mayoritas masyarakat sekolahnya berasal dari keluarga 
mampu, dan tidak favorit (pinggiran)-yang mayoritas masyarakat sekolahnya adalah 
masyarakat tidak mampu, serta sekolah inklusi di pinggiran kota- yang banyak dihuni anak 
didik berkebutuhan khusus dan berasal dari keluarga menengah ke bawah, penelitian ini 
mengungkap dengan menggambarkan realitas di sekolah negeri hubungan antara sekolah, 
masyarakat, dan pemerintah di Kota Surabaya yang ternyata kurang harmonis dan saling 
berebut pengaruh dalam pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan 
menguntungkan pihaknya. Hal ini karena terjadi kompetisi dari para aktor kepentingan baik 
dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. Kontroversi-kontroversi terjadi selama 
pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan selanjutnya. Para aktor 
memainkan perannya sedemikian rupa untuk menyelamatkan posisinya dan mencari 
keuntungan baik secara ekonomi maupun politis dalam kebijakan pendanaan.  
 
Sekolah tidak dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Selain 
itu,memandulnya peran komite sekolah menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan 
interventif dari pemerintah. Kebijakan interventif seperti BOS dan BOPDA menyebabkan 
peran dan posisi sekolah dan masyarakat semakin lemah karena kebijakan tersebut 
mematikan karakteristik lokal serta mengesampingkan peran masyarakat di sekolah. Kondisi 
demikian memberi peluang kepada para politisi untuk masuk dalam ruang-ruang publik di 
sekolah dan menggantikan peran komite sekolah. Padahal semua kegiatan pendidikan tidak 
bisa terlepas dari peran dan posisi sekolah dan masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku dari 
proses pendidikan. Namun masyarakat menolak berpartisipasi dana melalui komite sekolah 
maupun langsung kepada sekolah. Kondisi ini memperbesar peran pemerintah dan 
menguatkan posisi pemerintah terhadap sekolah negeri dan berdampak tidak tercapainya 
otonomi. 
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